
SALINAN

BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR     15     TAHUN2023

TENTANG

PERUBAHAN KE'IIGA ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 40 TAHUN
2017 TENTANG BESARAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAII

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BupATI TngALONG,

Menimbang    :   a.   bahwa   untuk   menunjang   kelancaran   pelaksanaan   tugas
Pimpinan  dan  Anggota  Dewan   Perwakilan   Ralryat  Daerah
Kabupaten  Tabalong  dalam  melaksanakan   fungsi   legislasi,
pengawasan  dan  anggaran,  perlu  penyesuaian  kembali  atas
hak-hak   keuangan   dan   administratif  bagi   Pimpinan   dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong
khususnya atas standar harga satuan pakaian dinas pimpinan
dan  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah,  honorarium
kelompok   pakar   atau   Tim   Ahli   Alat   Kelengkapan   Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dan honorarium tenaga ahli fraksi
sesuai dengan kemanpuan keuangan daerah;

b.   bahwa  untuk  meLaksanakan   ketentuan   Peraturan   Daerah
Kabupaten   Tabalong   Nomor   9   Tahun   2017   tentang   Hak
Keuangan  Dan  Administratif  Pimpinan  Dan  Anggota  Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong;

c.   bahwa   berdasarkan   pertimbangan   sebagaimana   dimaksud
dalam   huruf  a,   perlu   melakukan   Perubahali   Ketiga  Atas
Peraturan  Bupati  Tabalong  Nomor  40  Tahun  2017  tentang
Besaran   Hak   Keuangan   dari   Administratif  Pimpinan   dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Tabalong;

Mengingat       :   1.   Pasal   18   ayat  (6}   Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik
Indonesia Tahun 1945;

2.   Nomor  27  Tahun   1959  tentang  Penetapan  Undang-Undang
Darurat    Nomor    3    Tahun    1953    tentang    Perpanjangan
Pembentukan   Daerah  Tingkat   11   di  Kalimantan   (Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Tahun   1953   Nomor  9),   sebagal
Undang-Undang (I,embaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959   Nomor   72,   Tambahan   Lembaran   Negara   Republik
Indonesia  Nomor  1820),  sebagainana  telah  diubah  beberapa
kali,  terakhir  dengan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat 11 Tanah Laut,  Daerah
Tingkat  11  Tapin   dan  Daerah  Tingkat  11   Tabalong  Dengan
Mengubah  Undang-Undang  Nomor  27  Tahun   1959  tentang
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Penetapan   Undang-Undang  Darurat  Nomor  3   Tahun   1953
tentang   Pembentukan    Daerah    Thngkat   11    di    Kalimantan
(Ifmbaran Negara Republik Indonesia Tahun  1965  Nomor 51,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) ;

3.   Undang-Undang  Nomor   17  Tahun   2003   tentang  Keuangan
Negara   (Lembaran   Negara  Republik  Indonesia  Tahun   2003
Nomor  57,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor   4286),   sebagaimana   telah   diubah   dengan   Undang-
Undang  Nomor  6  Tahun  2023  tentang  Penetapan  Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor  2 Tahun  2022
tentang Cipta Kelja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik    Indonesia   Tahun    2023    Nomor    41,    Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ;

4.   Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara   (Lembaran   Negara  Republik  Indonesia  Tahun   2004
Nomor  5,  Tambahan  I,embaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor   4355)   sebagainana   te]ah   diubah   dengan   Undang-
Undang  Nomor  6  Tahun  2023  tentang  Penetapan  Peraturan
Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2022
tentang Cipta Kelja menjadi Undang-Undang {Lembaran Negara
Republik    Indonesia   Tahun    2023    Nomor    41,    Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5.   Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2004  tentang  Pemeriksaan
Pengelolaan    dan    Pertanggungjawaban    Keuangan    Negara
(I+embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004  Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6.   Undang-Undang Nomor  12 Tahun 2011  tentang Pembentukan
Peraturan  Perundang-Undangan  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Talnbahan I,embaran Negara
Republik Indonesia 5234), sebagaimana telah diubah beberapa
kali,  terakhir dengan  Undang-Undang Nomor  13 Tahun  2022
tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor   12
Tahun   2011   tentang   Pembentukan   Peraturan   Perundang-
Undangan  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor  143, Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia
Nomor 6801);

7.   Undang-Undang Nomor 23 Tchun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah   (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014
Nomor  244,  Tambahan  I+embaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan    Undang-Undang   Nomor   6   Tahun    2023    tentang
Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang
Nomor  2  Tahun  2022  tentang  Cipta  Kelja  Menjadi  Undang-
Undang  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2023
Nomor  41,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 6856);

8.   Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  tentang Administrasi
Pemerintahan  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun
2014   Nomor   292,   Tambahan   Lembaran   Negara   Republik
Indonesia  Nomor  5601),   sebagaimana  telah  diubah  dengan
Undang-Undang   Nomor  6  Tahun   2023   tentang   Penetapan
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Peraturan   Pemerintah   Pengganti   Undang-Undang   Nomor   2
Tahun   2022   tentang   Cipta   Kelja   Menjadi   Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023  Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9.   Undang-Undang   Nomor   8   Tahun   2022    tentang   Provinsi
Kalimantan   Selatan   (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia
Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6779) ;

10. Peraturan  Pemerintah  Nomor   18  Tahun  2017  tentang  Hak
Keuangan  dan  Administratif  Pimpinan  dan  Anggota  Dewan
Perwakilan    Rakyat    Daerah    (Lembaran    Negara    Republik
Indonesia   Tahun   2017   Nomor   106,   Tambahan   Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Nomor  6057),  sebagaimana  telah
diubah  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  1  Tahun  2023
tentang   Perubahan   Atas   Peraturan   Pemerintah   Nomor   18
Tahun    2017    tentang    Hak    Keuangan    dan    Administratif
Pimpinan   dan   Anggota   Dewan   Perwakilan   Rakyat   Daerah
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun  2023  Nomor  6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847) ;

11.Peraturan    Pemerintah    Nomor    12    Tahun    2019    tentang
Pengelolaan   Keuangan   Daerah   (Lembaran   Negara   Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322) ;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukari Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah
dengan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  120  Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun  2015  tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah/Berita Negara Republik Indonesia Tahun  2018  Nomor
157);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang
Pengelompokan     Kemampuan     Keuangan     Daerah     Serta
Pelaksanaan    dan    Pertanggungiawaban    Dana    Operasional
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tdhun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016
tentang    Pembentukan    dan    Susunan    Perangkat    Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02),
sebagaimana    telah    diubah     dengan     Peraturan     Daerah
Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun
2016  tentang  Pembentukan  dan  Susunan  Perangkat  Daerah
(Lembaran  Daerah  Kabupaten  Tabalong  Tahun  2021  Nomor
03);
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16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2017
tentang   Hak   Keuangan   dan   Administratif   Hmpinan   dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 09,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03) ;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor  10 Tahun 2022
tentang   Pengelolaan   Keuangan   Daerah   (Lembaran   Daerah
Kabupaten   Tabalong   Tahun   2022   Nomor    10,   Tarnbahan
Leinbaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);

18. Peraturan  Bupati  Tabalong  Nomor  40  Tahun  2017  tentang
Besaran   Hak   Keuangan   dan   Administratif   Pimpinan   dan
Anggota   Dewan   Perwakilan   Rakyat  Daerah   (Berita   Daerah
Kabupaten  Tabalong  Tahun  2017  Nomor  40),   sebagaimana
telah  diubah  dengan  Peraturan  Bupati  Tabalong  Nomor   18
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati
Tabalong   Nomor   40   Tahun   2017   tentang   Besaran   Hak
Keuangan  dan  Administratif  Pimpinan  dan  Anggota  Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2022 Nomor 19}.,

MEMUTUSRAN:

Menetapkan   :     PERATURAN    BUPATI    TENTANG    PERUBAHAN    KETIGA    ATAS
PERATURAN    BUPATI    TABALONG    NOMOR    40    TAHUN    2017
TENTANG    BESARAN    HAK    KEUANGAN    DAN    ADMINISTRATIF
PIMPINAN     DAN     ANGGOTA     DEWAN     PERWAKIIAN     RARTAT
DAERAH.

Pasal I

Beberapa  ketentuan  dalam  Peraturan  Bupati  Tabalong  Nomor  40  Tahun  2017
tentang  Besaran  Hak  Keuangan  dan Administrasi  Pimpinan  dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor
40),  sebagaimana  telah  diubah  beberapa kali,  terakhir dengan  Peraturan  Bupati
Tabalong Nomor  18 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati
Tabalong Nomor 40 Tahun 2017 tentang Besaran Hak Keuangan dan Administrasi
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2022 Nomor 19), diubah sebagai berikut:

1.     Ketentuan  Pasal  4  ayat  (2)  dan  ayat  (3)  diubah  sehingga  berbunyi  sebagai
berikut:

Pasal 4

(1)    Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas terdiri atas:
a.     pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
b.     pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
c.     pakaian  sipil  1engkap  disediakan  2  (dua)  pasang  dalam  5  (lima)

tahun;
d.     pakaian  dinas  harian  lengan  panjang  disediakan  1  (satu)  pasang

dalam I (satu) tahun; dan
e.     pakaian  yang  bercirikan  khas  daerah  disediakan  1  (satu)  pasang

dalan 1 (satu) tahun.
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(2)    Standar satuan harga pakalan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengacu   pada   standar   harga   satuan   yang   berlaku   sesual   dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3)    Pimpinan    dan    Anggota    DPRD    disediakan    atribut    paling    banyak
Rplo.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap orang dengan ketentuan  1
{satu) kali dalam satu nasa jabatan atau dalam 5 (lima) tahun.

2.     Ketentuan  Pasal  7  ayat  (2)  diubah dan  ayat  (3)  dihapus  sehingga  berbunyi
sebagal berikut..

Pasal 7

(1)    Kelompok  pakar  atau  tim  ahli  alat  kelengkapan  DPRD  mendapatkan
pembayaran kompensasi berupa honorarium.

(2)    Besaran Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada
standar harga satuan yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3)    Dihapus.

3.     Ketentuan pasal 8 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)    Tenaga   ahli   fraksi    mendapatkan   pembayaran   kompensasi   berupa
honorarium.

(2)    Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar
harga   satuan   yang   berlaku   sesuai   dengan   ketentuan   peraturan
perundang-undangan.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundan9kan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetaphan di Tanjung
pada tanggal   St3+    dLiu:.`t..;.i    ,'J~J:i23

BUPATI TABALONG,

T.TL,

ANAIG SYAKHF`IANI
Diundangkan di Tanjung
pada tanggal    i:i;?    ,:i-:.i`:t3.   \i{:.23

SEKRETARIS DAERAI+ KABUPATEN TABALONG ,

TTD

HAMIDA MUNAWARAII

BERITA DAERAH KABupATEN TABAroNG TAHUN 2023 NOMOR ..i±.


